)

BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan

Mengingat

pendapatan daerah Kkhususnya dari sektor Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diperlukan
penguatan administrasi pemungutan pajak daerah dengan
menyusun prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dan nomenklatur Perangkat Daerah
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri WNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Karangasem

Bupati adalah Bupati Karangasem.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
Perolehan atas Tanah dan /atau Bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya Hak atas tanah dan / atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah hak atas
tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bagunan
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat
PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pemindahan Hak Atas tanah dan / atau bangunan.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten
Karangasem.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga
yang menerima pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan terutang dari wajib pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau
Bangunan adalah dokumen yang: menyatakan telah
terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan
/ atau bangunan berupa surat perjanjian, dokumen jual
beli, surat hibah, surat waris, dan lain- lain yang
menmiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yvang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang
Pajaknya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
Pajak dan biaya penagihan Pajak.

Pajak Bumi dan Bangtinan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas



22.

23.

24.

(2)

(3)

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan
adalah dokumen penetapan pemindahan Hak Atas
Tanah dan / atau Bangunan dari satu pihak ke pihak
lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menerima, menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan BPHTB.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan / atau bangunan;

prosedur pembayaran BPHTB;

prosedur penelitian SSPD BPHTB;

prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan / atau Bangunan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan; dan

g. prosedur pengurangan.

oo

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta
pemindahan hak atas tanah dan / atau bangunan
sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib
Pajak.



(1)

(2)

(4)

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak
terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c¢ adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan BPKAD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD
BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan / atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala
Kantor Pertanahan dan Penerbitan Akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi
penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penagihan melalui penetapan STPD, SKPDKB /
SKPDKBT, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan STPD
BPHTB, SKPDKB / SKPDKBT, dan Surat Teguran yang
dilakukan oleh BPKAD.

(9) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan /

penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB III
PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan

Pasal 3

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan / atau Bangunan melalui PPAT / Pejabat Lelang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang
disiapkan oleh PPAT.

PPAT / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek Pajak
yang haknya dialihkan dan memeriksa kebenaran data objek
pajak ke Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan merupakan pihak yang mengelola basis



data pertanahan di wilayah Kabupaten Karangasem.

Bagiafi Kedua
Prosedur Pembayaran BPHTB

Pasal 4

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Wapb Pajak melalul Bank atau tempat
lain yang ditunjuk.

(3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan melalui
Keputusan Bupati.

Pasal 5

Proses pembayaran BPHTB oleh wajib pajak :

a. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dengan
menunjukkan SSPD BPHTB pada Bank atau tempat lain
yang ditunjuk; _

b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani
SSPD BPHTB atau dokumen lain yang sah sebagai bukti
pengesahan atas pembayaran BPHTB yang dilakukan
oleh wajib pajak;

c. Wajib pajak menerima SSPD BPHTB atau dokumen lain
yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Prosedur Penelitian SSPD BPHTB |
Pasal 6
(1) Setiap Pembayaran BPHTB wajib dilakukan penelitian.

(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :

a. kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang
tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) atau bukti pembayaran PBB-
P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai



(3)

(4)

(S)

(2)

(3)

(1)
(2)

perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena
Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu,
BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah

wasiat.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di
tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib
Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keempat

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 7

Wajib Pajak melakukan pendaftaran pemindahan hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukung pendaftaran kepada PPAT.

PPAT mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukung dari wajib pajak ke Kantor Pertanahan
dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor
Pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk
memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran

hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan memperbaharui
daftar hak kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan BPHTB
Pasal 8
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh BPKAD.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari



(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(1)

Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9
Pelaporan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan / atau
Bendahara Penerimaan dan / atau PPAT.

BPKAD menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank
yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan BPKAD.
Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB
Pasal 10

Penagihan BPHTB dilakukan untuk menagih BPHTB
terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penetapan STPD dan /atau SKPDKB
BPHTB dan / atau SKPDKBT BPHTB.

STPD dan /atau SKPDKB dan SKPDKBT sebagimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran
dan / atau Surat Paksa.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 11

Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan
disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD untuk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ' :

BAB IV
FORMULIR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 12

Bentuk formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur
pemungutan BPHTB tercantum dalam Lampiran yang merupakan



10

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupali ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosecdur
Pemungutan Bea Perolehan Halk Atas Tanah dan Bangunan
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10)
dicabut dan dinyatakan tidak berlalku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta nggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannyea dalam Berita Dacrah
Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017

W BUPATI/KARANGASEM,

—_—

(J 1 GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

| GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DALERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 26.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN DALAM SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO KODE NAMA
1 2 3
I. FORMULIR
1 | Model F-01 Surat setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan ( SSPD - BPHTB )
2 | Model F-02 Permohonan penelitian SSPD - BPHTB -
3 | Model F-03 Laporan Penerbitan Akta B
4 | Model F-04 Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB ( STPD - BPHTB)
S | Model F-05 Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar
( SKPD - BPHTB - KB))
6 | Model F-06 Surat Ketetapan Pajak Dacrah BPHTB Kurang Bayar
Tambahan ( SKPD - BPHTB - KBT')
7 | Model F-07 Surat Teguran
8 | Model F-08 Surat Paksa
9 | Model F-09 Surat Permohonan
(Pengurangan/Keringanan/Pembebasan BPHTB)
10 | Model F-10 Surat Keputusan (Pengurangan/Keringanan /Pembebasan
BPHTB)
11 | Model F-11 Surat Keputusan Penolakan
(Pengurangan/Keringanan/Pembebasan BPHTB)
12 | Model F-12 Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BPHTB
13 | Model F-13 Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Lebih Bayar

( SKPD - BPHTB - LB)




1 2 3
II. BUKU / DAFTAR

1 | Model B - 01 Register SSPD - BPHTB

2 | Model B - 02 Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara
Penerimaan

3 | Model B - 03 Register Surat Tanda Setoran

4 | Model B - 04 Daftar SSPD - BPHTB yang kurang dibayar ( salah
tulis dan / atau salah hitung )

5 | Model B - 05 Daftar SSPD - BPHTB yang tidak / kurang dibayar

6 | Model B - 06 Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB ( STPD -
BPHTB )

7 | Model B - 07 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
( SKPD - BPHTB - KB )

8 | Model B - 08 Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang
Bayar Tambahan ( SKPD - BPHTB - KBT )

9 | Model B - 09 Daftar Surat Teguran

10 | Model B - 10 Daftar Surat Paksa

wi BUPAT] KARANGASEM,

C3

(& 1 GUSTI AYU MAS SUMATRI



Pemerintah Kebupaten Karengasem SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Badan Penfielola Keuangan dan Asct
Lembar 1

Derah BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN e Pk
( _SSPD-BPHTB )

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak : L [ 1| [T T T T T T T T TTTTITITT T I 11010}

L1 |
2. NPWP: O O O O O1d Ll

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Link./Br. Dinas : 5. Desa: 6. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos
B. 1. NomorobjekPaakqvorypee: [ 1 | [ 11 [T 11 [T 11 C1JCLTT] [
2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4, Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB / M2
Uraian tanah dan atau bangunan berdasarkan SPPT PBB tahun : NJOP PBB
yang haknyadiperoleh | ...
Tanah ( Bumi) 6 M2 8 [Rp. 10|Rp
Bangunan 7 M2 9 |Rp. 11|Rp
NJOP PBB : 12 Rp
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:l 13. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp I

15. Nomor sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.12 dan B.13
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 - angka 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4

DO D W N =
vi|iviv]v|VY|Y

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

D. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN :
|:| a. Perhitungan Waijib Pajak

[] o. sTPD BPHTBISKPDB KURANG BAYAR/") Nomor : Tanggal :
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

I:I ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : EEI% Berdasarkan Peraturan Bupati No.

[ s

E. PENYETORAN
D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan : |Rp (dengan angka) |

[C] b. 8PD Cabang Karangasem
Rekening Nomor

c. Kode Rekening : EE[:IE

F. PELAKSANA PEMBAYARAN

(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D)

a.  Amlapura,......evienennnene 20.... b. MENGETAHUI; ¢c. Amilapura,........ccocvuererennn. 20....
DITERIMA OLEH
Nama Lengkap dan tanda tangan Nama Lengkap, stempel & tanda tangan Nama Lengkap, stempe! & tanda tangan

ST L I
o

I

{L IR AR ]i fé;

i
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| Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(__SSPD-BPHTB )

Lembar 2
Untuk PPAT
sebagai arsip

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

[T T T T 111

[TT T TTTTTTT]

[ ] b. STPD BPHTBISKPDB KURANG BAYAR/")
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

I:I c¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

[] 6 e

A. 1. Nama Waijib Pajak : | | I | ] |
2. NPWP: (O I O O O O
3. Alamat Wajib Pajak
4, Link./Br. Dinas : 5. Desa: 6. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos
B. 1. NomorovjekPaiakvorypes - [ | [ ] [ 11 T[] CTT] LT TT] [
2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa A 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB / M2
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas X NJOP PBB / m2
yang haknya diperoleh ) terjadinya perolehan hak )
Tanah ( Bumi) 6 M? 8 |Rp. 10 Ry
Bangunan 7 M2 9 |Rp. 1 Rp
NJO i
P PBB 12|RP
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [:D 13. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp
15. Nomor sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak ) Dalam rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1|
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2[»
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 - angka 2 3>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3 4|
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4 5(»
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6| »
D. Jumlah setoran berdasarkan :
D a. Perhitungan Wajib Pajak
Nomor : Tanggal :

[:D% Berdasarkan Peraturan Bupati No.

E. PENYETORAN

I:l a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan : |Rp (dengan angka) |
I:‘ b. BPD Cabang Karangasem (berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D)
Rekening Nomor (dengan huruf)
c. Kode Rekening I:]:[j:l:‘
F. PELAKSANA PEMBAYARAN
a.  AmIEPUra,....cccoceiiciininns 20.... b. MENGETAHUI; c. Amlapura,......... 20

DITERIMA OLEH

Nama Lengkap dan tanda tangan

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan

| Hanya diisi oleh

{ ipelugés:ﬁédla?ﬁ i

l?é_rjgéldlait‘ Keuangan
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[

Pemerintah Kabupaten Karangasem SU RAT SETORAN PAJAK DAERAH

| Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Lembar 3

Dpeidh BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGU NAN Untuk Kantor Pertanahan
( s S P D - B P H T B ) pcrlizl;;:)%?ainla[:;:)t;::;lrzln

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB))

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A toNemawaioPaiak: [ [ [ T T T TTTTTTTTTTTTTITITT T TITITTT]

2. NPWP: CT1 OO0 11 [ g 1
3. Alamat Wajib Pajak :

4. Link./Br. Dinas : 5. Desa: 6. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota ; 8. Kode Pos

B. 1. NomorObjekPajak(NoryPBB : [ [ | [ [ ] [ ] [ ] 1 O] CTTT O

2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa g 4. Kecamatan : 5. Kabupaten : Karangasem

Penghitungan NJOP PBB :

Luas NJOP PBB / M2 Luas X NJOP PBB / m2
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
yang haknya diperoleh ) terjadinya perolehan hak )
Tanah ( Bumi) 6 M2 | 8 |Rp. 10|RP
Bangunan 7 M? 9 |Rp. 11 Rp
NJOP PBB : 12 Rp
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:‘ 13. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp
15. Nomor sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1]»
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2(»
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angka1-angka2 | 3[»
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3 4|p
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4 5(p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6| »

D. Jumlah setoran berdasarkan :
[ ] a. Perhitungan Waijib Pajak

[:I b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/") Nomor : Tanggal :
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : l:l]% Berdasarkan Peraturan Bupati No.

I L —————————

E. PENYETORAN
|—__] a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan : [Rp (dengan angka) |

|:I b. BPD Cabang Karangasem (berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D)
Rekening Nomor : (dengan huruf) :

c. Kode Rekening : D:l:l:l:l

F. PELAKSANA PEMBAYARAN

a. AmBpunE; et 20 b. MENGETAHUI; A 1111 ERRR—— 20....
DITERIMA OLEH

Nama Lengkap dan tanda tangan Nama Lengkap, stempel & tanda tangan MNama Lengkap, stempel & tanda tangan

11 [

. Hanya dilsi oleh

. pelugas Badan » il NQmOr Dokumen | .-l . I
CmAsbin | Noppessa ImmEnl

dan AsetDaerah
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Pemerintah Kabupaten Karangasen SURAT SETORAN
Badan Péngelola Keuangan dan Ascl L b 4
Daerat cmbar
e BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN o
Untuk Bidang Pendaputan 11
s S B schagai lampiran
) permohonan penelitian
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK SSPD B3PHTR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A t.NamawagbPaik: [ | | [ | [ [ [ [ [T T TTTTITIT L[] T § [ FETTTT]
2 NPWP: O O 04 O O O4d™
3. Alamat Wajib Pajak :
4, Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos:
B. 1. NomorobekPaikvoryees : [ | ] [T ] [T 1] (I 1] CLI)CTCTTT
2. Letak tanah dan atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB / M2
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas X NJOP PBB / m2
yang haknya diperoleh ) terjadinya perolehan hak )
Tanah ( Bumi ) 6 v | 8 |Re. 10|RP
Bangunan 7 Mm? 9 |Rp. ' 11[RP"
NJOP PBB : 12 Rp
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:I 13. Harga transaksi / Nilai pasar Rp
15. Nomor serlifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1»
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2l»
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1-angka2 | 3{»
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3 4{»
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4 5{»
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6>
D. Jumlah seloran berdasarkan :
[[] a. Perhitungan Waiib Pajak
D b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/*) Nomor : Tanggal :
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) ) »
D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi [D% Berdasarkan Peraluran Bupati No.
[ 6 s
E. PENYETORAN
D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumiah yang disetorkan : |Rp (dengan angka) |
D b. BPD Cabang Karangasem {berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D)

Rekening Nomor

¢. Kode Rekening : ‘:I:l:ED

F. PELAKSANA PEMBAYARAN

a.  Amlapura,........oeeenee 20.... b. MENGETAHUI; c. Amlapura.......cceceereererennn. 20....
DITERIMA OLEH
Nama Lengkap dan tanda tangan Nama Lengkap, stempe! & landa langan Nama Lengkap, stempe! & tanda langan

szt
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Pemerinialt Kabupaten Karangasem

SURAT SETORAN

i| Badan Pengelola Keuangan dan Asct
3
Dacrah

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

§SB )

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PEB)

Lembar 3
Untuk Bank yang ditunjuk:
Bendithara Penerimann

sebagai arsip

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

2. Letak lanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa 4. Kecamatan

A 1. NamawgjbPaiak: [ | [ [ 1 [ [ [ [ [T [ TTTTUIT LT LTl F [ PP PP ]]
2. NPWP: 1 O 11 O 1
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos:
B. 1. NomorOBekPaakvomypes : [ | | [ 1 1 [ [ 1 CT 1] CCI) LT T [

5. Kabupaten : Karangasem

Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB / M2 Luas X NJOP PBB / m2
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | ( Diisi berdasarkan SPPT P8B tahun
yang haknya diperoleh ) lerjadinya perolehan hak )
Tanah (Bumi) | 6 M | 8|Re. 10|RP
Bangunan 7 M? 9 {Rp. 11 Rp
NJOP PBB : 12 Rp
14, Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:I 13. Harga transaksi / Nilai pasar : IRp

15. Nomor sertifikat :

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

Datam rupiah

-

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )

Nitai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nitai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angka 1 - angka 2

ololsluw|n
Yiviy|v|VY]Y

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang lerutang 5% X angka 3
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar
D. Jumiah setoran berdasarkan :
D a. Perhilungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/*) Nomor : Tangga! :

SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : D::l% Berdasarkan Peraturan Bupali No.

(] 0 o

E. PENYETORAN

D a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Juimlah yang disetorkan : IRp

(dengan angka) |

I:] b. BPD Cabang Karangasem

(berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di O)

(dengen ﬁh?fiﬁg?

Rekening Nomor

[(TTTT]

c. Kode Rekening

F. PELAKSANA PEMBAYARAN

a.  Amlapura...........cecinnn 20.... b. MENGETAHUL; c.

Amlapura,...............
DITERIMA OLEH

Nama Lengkap dan tanda angan

Nama Lengkap, stempel & tanda tangan

Nama tengkap, stempal & tanda tangan




Pemerintah Kabupaten Karangasem sSu RAT SETORAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset ]
Lembar 6

o BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .
Untuk Bank yang ditunjuk/

Bendahara Penerimaan

s s B ) sebagai laporan kepada

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bidang Akuntansi dan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB ) Pelaporan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A 1 Namawajppaiak: [ T T 11T L T T T T T T ITTT T I TTTITTTTITTTITTT]
2. NPWP: I | I [ | | I:' | I | l I I
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Link./Br. Dinas 5. Desa: 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos:

8. 1. NomorobjekPaakvorypee : [ | | [ [ ] LI [ | HENR (TT] LT 1] []

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. Kecamatan 5. Kabupaten : Karangasem
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB /M2 Luas X NJOP PBB / m2
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
yang haknya diperoleh ) terjadinya perolehan hak )
Tanah ( Bumi) 6 M? 8 |Rp. 10|RP
Bangunan 7 M? 9 [Rp. 11|RP
NJOP PBB : 12|RP
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan l___D 13. Harga transaksi / Nilai pasar : [Rp
15. Nomor sertifikat :
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 - angka 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% X angka 3
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% X angka 4

|l |d WM |—=
Y|V|V|V|V |V

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

D. Jumlah setoran berdasarkan :
|:| a. Perhitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/) Nomor : Tanggal
SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi - I:]:I% Berdasarkan Peraturan Bupati No.

[ R ———

E. PENYETORAN

]:' a. Melalui Bendahara Penerima pada BPKAD Jumlah yang disetorkan : |Rp (dengan angka) |
[:I b. BPD Cabang Karangasem (berdasarkan perhitungan C.6 dan pilihan di D)
Rekening Nomor § (dengan huruf) TRl

c. Kode Rekening : D_—_lj:l:l

F. PELAKSANA PEMBAYARAN

a.  AMIapUra,.....eeveeeien 200 b. MENGETAHUI; c. Amlapura,.. ol
DITERIMA OLEH

N Nama Lengkap, stempel & tanda tangan Nama Lengkap, stempel & tanda tangan

Hanya diisi oleh

; e W L L LT Rl
N =R EEn ] EEEE

Pengeiola Keuangan
' dan Aset Daerah

1}/ NoP pBE Ba

Model F.01




Nomor
Lampiran
Hal

1 (satu) set
: Penyampaian SSPD BPHTB unluk diteliti Kepada

':Setelah mélékdiian p‘émér‘iks‘aan dén péneiaéhén SSPD

................................ R s IO

Yth. Kepala Bgdan Pengelola Keuanagan dan
Aset Daerah Kabupaten Karangasem
Di
Amlapura

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak ~ ©

NPWP O] O O 1y oo

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB unluk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagai berikut :

NOP O OO O M OO 111 O

Alamat :

Desa/Kelurahan
Kabupaten

Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD)*)

(2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukli pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB
lainnya tahun ............. *)

(3) Fotokopi identitas Waijib Pajak berupa ..........c.cooceevreiivvnnnnnns

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Folokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

(T) v rss s

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

SENELITIAN S
-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Dala objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai [:]
- Nilai BPHTB terulang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB lelah sesuai |:]
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah lengkap D

. 20 .
A.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Karangasem
PPTK

Kelerangan :
*) coret yang tidak perlu
**) dalam hal dikuasakan

Modet F - 02



LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan ............... TAHUN 20.....
Nama PPAT Kepada Yth.
Alamat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
NPWP Kabupaten Karangasem
Daerah Kerja
AKTA BENTUK | NAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAS (M2) HARGA SPPT PEB ssp SSPD BPHTB
NO PER- PIHAK JENISDAN| LETAK TRANSAKS!
URUT BUATAN YANG PIHAK NOMOR TANAH PEROLEHAN/ KETERANGAN
NoMOR | TAnGGAL HUKUM | MENGALIHKAN/ YANG HAK DAN TANAH | BANGUNAN | pENGALIHAN NOP NJOP TANGGAL {Rp) TANGGAL (Rp)
MEMBERIKAN MENERIMA BANGUNAN HAK TAHUN (Rp)
{Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
........................................................ s eeervessnsensaeerns 20000t
Nama PPAT

Model F - 03



-

Pemerintsh Kabupaten Karangssem

. Kapien Joys Tirta He. 10 Amlapure

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(STPD - BPHTB)

Nomor H

Tanggal

Nama Wajib Pajak H

Alamat s Brflingkungan DesafKel. ¢
Kecamatan ! Kabupaten :  Karangasem
NPWPD O IO L1114 14 .13
Letak Tanah dan
atau Bangunan : Br/Lingkungan ¢ DesafKel. @
Kecamatan : Kabupaten : Karangasem
NOP PBB % DR N [ N U I I I I IO TN N SN NN AN N N N R

melunasi BPHTB atas SSPD - BPHTB tanggal tuuuseasmmsnnseneaness Kode Rekening
kurang dibayar / salah tulls atau salah hitung /dikenakan bunga *).

I, Berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011, tefah dilakukan penelitian/pengecekan pelaksanaan kewajiban

11, Dari penelitian / pengecekan tersebut dlatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut :

CL I T 1 7]

dan ternyata terdapat : (tidak atau

NO URAIAN "u(::?h Keterangan
1 2 3 ! 4
1|BPHTB terutang
2|BPHTB yang telah dibayar
3|BPHTB yang tidak/kurang dibayar (1-2)
4|Sanksi administratlf
-bunga 2 % per bulan
SIBPHTB yang masih harus dibayar (3+4)
Dengan Huruf: | |
PERHATIAN 1T T T — 20.......
1. Harap pembayaran diiakukan melalu) Bendahara Penerimaan Dispenda A.n Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
atay Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem dengan Kabupaten Karangasem
menggunakan SSPO-BPHTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Bidang Pendapatan 1],
tanggal STPD-BPHT® In} diterima,
2. Apablla STPD-BPHTB Ins tidak atau kurang dibayar setelah lewat 30 (tiga
puluh) hari sejak STPD-BPHTB In} diterima, dikenakan sanksi NP,
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per butan.
*) coret yang tidak perlu.
e — cmmeemcmme e —— Gunting diginl - —c—cm—- ——— e mm e oo o o casemeemo e e - ————
STPD-8PHTE Nomor
Tanggal :
TANDA TERIMA
Nama :
Alamat H
wweo (] CL 1T 1 CT 1T 1 171 11 CI-11
20........
Yang menerima,
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SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH omor -
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN [
KURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPD - BPHTB - KBT)

Nama Wajib Pajak H

Alamat :  Br/ungkungan DesafKel.  : .
Kecamatan : Kabupaten : Karangasem
NPWPD O CILC 1] CLCIT1711 O 113
Letak Tanah dan
atau Bangunan ¢ Brfungkungan Desa/Kel. :
Kecamatan : Kabupaten : Karangasem
NOP PBB O M) 11 I 1) 11 o

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk pelaksanaan kewajiban

membayar BPHTB atas SSPD - BPHVB - KB Nomor . tangga! ;. Kode Rekening LT T v 1L 1 11
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah BPHTB setefah SKPD -BPHTB - KB,

{1, Dart pemertksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut :
1. Jumiah BPHTB terutang Rp
2. Perhitungan penyetoran/pengurangan
a. Telah disetor/dibayar
b. Mendapat pengurangan
c. Kompensasi kelebihan dari masa pajak sebelumnya s Rp
d. jumiah perhitungan penyetoran/pengurangan H Rp
3. Jumlah pokok BPHTB kurang dibayar (1-2) f
4. Sanksl administratlf
Bunga2%
Jumiah Sanks! administratif
5. Jumiah BPHTB yang masih harus dibayar (344)

Denganhuruf | |

e es ee ae
o>
- -

g3

PERHATIAN
1. Harap pembayaran dilakukan mefalul 8endahara Penerimaan Dispenda atau Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem dengan

menggunakan SSPD-BPHTB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD-BPHTB-KBT in) diterima.
2. Apabila SKPD-BPHTB-KB inj tidak atau kurang dibayar setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD-BPHTB-KBT ini diterima, dikenakan sanksi
administratlf berupa bunga seb 2% (duap ) per bulan.

AIAPULD, corsemirerressismesossesssor 2hessess
A.n Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karangasem
Kepala Bldang (PPTK)
NIP.
-— Gunting disin] - ——- ——
SKPD-BPHTB-KBT Nomor :
Tanggal :
TANDA TERIMA
Nama :
Alamat :

wweo [ 1] CTT T 173 C1TJ CI 13

Yang menersima,
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA - 80811

Kepada Yth.
Nama
Alamat
NPWPD
SURAT TEGURAN
NOmMOr: ....coveceennianens

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara belum membayar atau masih mempunyai tunggakan pajak sebagaimana tercantum
di bawah ini :

— - STPD-BPHTBISKPD-BPHTB-KB/SKPD-BPHTB-KBT *) Tanggal Jumian
Jenis Pajak Tahun Pajak NOMOR TANGGAL Jatuh Tempo Tunggakan (Rp)
7 2 3 2 5 3
JUMLAH
Dengan Huruf: | |

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta
kepada Saudara agar melunasi jumiah tunggakan BPHTB tersebut diatas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat
teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN Amlapura, ......coveneen. 20.....
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
7 (TUJUH) HARI SETELAH Aset Daerah Kabupaten Karangasem

TANGGAL SURAT TEGURAN INL

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUT-
KAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA NIP.

*) coret yang tidak periu
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA - 80811

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM
Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak
Alamat
NPWPD 0 CICJ 11 e i1l
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah inj :
Jenis Pajak Tahun Pajak STPD BPHTB/SKPD-BPHTB-KB/SKPD-BPHTB-KBT °) Jumlah(':;t;ﬂfoakfm

JUMLAH

Dengan Huruf: |

Dengan ini:

memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumiah Tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Dasrah Bali Cabang Karangasem, ditambah dengan biaya penagihan dalam
wakiu 24 (dua puluh empat ) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

Memaerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan
Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam Surat Paksa ini idak dipenuhi.

PERHATIAN Amiapura, ..... 20 .....
PAJAKX HARUS DILUNAS! DALAM WAKTU A.n Bupati Karangasem
2x 24 JAM SETELAM MENERIMA SURAT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
PAKSA INL. SESUDAH BATAS WAKTU 1TV, Aset Daerah Kabupaten Karangasem
TINDAXAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENVITAAN,
(Pasal 11 UU. Na. 19 Tehun 197)

NIP.
*) coret yang tidak perlu
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102

AMLAPURA - 80811
20
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Karangasem
Hal : Permohonan (Pengurangan/Keringanan/ c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Pembebasan BPHTB) Daerah
di
Amlapura
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat . BriLingkungan : Desa/Ke!
Kecamatan : Kabupaten
Jalan :
bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :  BrilLingkungan : Desa/Kel
Kecamatan : Kabupaten
Jalan :
NPWPD O T I rJ g ceid

mengajukan Surat Permohonan (Pengurangan/Keringanan/Pembebasan BPHTB *) sebesar
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

Nomor : Tangga!

NOP :

Letak tanah dan/atau bangunan di :

Banjar/Lingk. : Desa/Kelurahan

Kecamatan : Kabupaten :  Karangasem

dengan alasan :
1.
2.
3. Dst.

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujul, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

*) sesuaikan yang dimohon
**) sesuaikan dengan pemberian hak

Mode! F - 09




BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM

Membaca : Surat Permohonan .......cccccninn * Nomor : Tanggal :
Atas Nama
Alamat : BriLingkungan ; Desa/Kel
Kecamatan L Kabupaten
Jalan 5

NPWPD O O 1117 17

Menimbang

oo

Mengingat @ 1.
2. Dst
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA  : (Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian *) Surat Permohonan
Nama : Nomar
Tanggal : Alamat

neweo - [ LT CICTTT] 1 T

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Nomor 7 Tanggal
NOP
Letak tanah dan atau bangunan di :
BriLingkungan H Desal/Kel
Kecamatan £ Kabupaten
KEDUA : Permohaonan yang dikabulkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. BPHTB yang terutang . Rp
b. (Pengurangan/Keringanan/Pembebasan *) : Rp
c. BPHTB yang masih harus dibayar (a-b) : Rp
KETIGA : Memenuhi pembayaran BPHTB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :  Amlapura
Pada tanggal

BUPATI KARANGASEM

*) sesuaikan dengan yang dimohon
**) sesuai pemberian hak

Model F - 10



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENOLAKAN (PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM
Membaca : Surat PEmmMORONaN ....ccveveessnsessesarsrnres *) Nomor : Tanggal :
Atas Nama H
Alamat :  Brflingkungan : DesalKel
Kecamatan : Kabupaten
Jalan :
NPWPD O O 111y I3 11
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat @ 1.
2. Dst.
MEMUTUSKAN )
Menslapkan
PERTAMA  : Menolak Surat Permohonan
Nama : Nomor :
Tangga) Alamat :
nwpd : [ (CI 1) CI 1T 1717 CIJ 111
salas parolehan hak atas tanah dan slay bangunan
Nomor : Tanggal
NOP :
Letak tanah dan atau bangunandi:
Britingkungan : Desa/Ke!
Kecamatan : Kabupsaten
KEDUA : Memenuhi pombayaran BPHTB sesual dengan ketentuan.
KETIGA : Apabila dikemudian harl temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan ssbagaimana mestinya.
Dltetapkandl : Amiapura
Pada tanggal :
BUPATI KARANGASEM
*) sesuaikan dengan yang dimohon
**) sesuaikan dengan pemberian hak

Mode! F - 11



20...

Nomor : Kepada
Lampiran Yth. Bupati Karangasem
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan ¢.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dar
Pembayaran BPHTB Aset Daerah Kabupaten Karangasem
Di
Amlapura

Dengan Hormat,

Sesuai dengan (SSPD-BPHTB/SK Keberatan/Putusan Banding *) Nomor : Tanggal :
terjadi kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak :
Nama :
Alamat . Brilingkungan Desa/Ke!
Kecamatan : Kabupaten
Jalan :
NPWPD O O 1O I 1I1T10 OJ 01
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB sebesar Rp.
( ) dengan alasan terjadinya kelebihan tersebut adalah sebagai berikut :
a. BPHTB yang terutang sebenarnya . Rp.
b. Setoran dengan SSPD-BPHTB
Tanggal : : Rp.
¢. Kelebihan setoran BPHTB : Rp.

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

*) sesuaikan
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Pemerintsh Kabupa
i SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Nomer
Keuangan dan
Aset Daorah BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tanggal :
Kabupaten Karangasem LEB'H B AY AR
Nama Waijib Pajak
Alamat :  Br/lingkungan : Desa
Kecamatan : Kabupaten :  Karangasem
NPWPD  J LI I 117 137 111
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk pelaksanaan kewajiban
membayar BPHTB atas SSPD - BPHTB Nomor : tanggal : Kode Rekening : NN
Il. Dari pemneriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumiah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebaga) berikut :
1. Jumlah BPHTB terutang :Rp
2. Setoran yang dilakukan :Rp
3. Jumlah kelebihan pembayaran {2-1) : Rp
4. Sanksi Administratif .
a. Bunga2% : Rp
b. Kenaitkan 100 % : Rp
c. Jumlah Sanksi Administratif H Rp
S. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (3 +4) : Rp

Dengan huruf I

Amlapura, 20.......
A.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karangasem
Kepala Bidang Penetapan,
NIP,
e e e et — — GUIHNGdISINI - — - — s s e e e e e — - — - — e — - — -]
SKPD-BPHTB-LB  Nomor
Tanggal :
TANDA TERIMA
Nama
Alamat :
wwo [ ] T T ] CTTTT ] CT 1 LT T
20.
Yang menerima,

Model F-13




mmm PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102

AMLAPURA-80811
REGISTER SSPD BPHTB
TAHUN ANGGARAN 20...
No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumiah Penyetor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
MengetahuiMenyetujui Amlapura, 20..........
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  ~ )
Kabupaten Karangasem : Bendahara Penerimaan
Nama Nama
NIP. e NIP. e

Model B - 01




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA-80811

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN
BULAN
Penerimaan Penyetoran
No Tanggal { No. Bukti Cara Pembayaran Rglggrﬁng Uraian Jumlah | Tanggal | No. STS Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kas di Bendahara
- Saldo Awal
- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri
a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
¢. Lainnya
Mengetahui/Menyetujui Amlapura, ... 20......

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Model B - 02
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA-80811

REGISTER SURAT TANDA SETORAN

TAHUN ANGGARAN 20.....
No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Penyetor Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Mengetahui/Menyetujui Amlapura, = ... 20..........

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem Bendahara Penerimaan
Nama Nama
NIP. e, NIP. e,

Model B - 03
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA-80811

DAFTAR SSPD BPHTB YANG KURANG DIBAYAR
AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

NAMA DAN ALAMAT WP, SANKSI PAJAK YANG MASIH
NO LETAK TANAH DAN/ATAU | NOMOR &TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG | ADMINISTRATIF HARUS DIBAYAR KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp) KENAIKAN 100% (Rp)
{Rp) 4+5
1 2 3 4 5 6 7
Amlapura, ............ ,

Kepala Bidang (PPTK)

NIP.

~)
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA-80811

DAFTAR SSPD-BPHTB YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR

NAMA DAN ALAMAT WP, SANKSI PAJAK YANG MASIH
NO LETAK TANAH DAN/ATAU | NOMOR &TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG | ADMINISTRATIF HARUS DIBAYAR | \ETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp) BUNGA 2% (Rp)
(Rp) 4+5
1 2 3 4 5 6 7
Amlapura, ............

Kepala Bidang (PPTK)

NIP.
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b AN

eertan Kabupeten Keremgese DAFTAR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH asa Pk
JL Kapten Jaya Tirta No. 10 Amlapura
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN rahun Pajsk :
BPHTB yang Tanggal
No STPD-BPHTB Nama.& Alamat Letak Tanah dan/ NPWPD BPHT8 yan'g Tidak/ Sanksi ) Mas'ih Harus Diterimanya Keterangan
Wajib Pajak Bangunan Kurang Dibayar Administratif Dibayar STPD-BPHTB
Tanggal Nomor (Rp) (Rp) Oleh WP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah masa pajak ini
Jumlah s.d masa pajak sebelumnya
Sumlah s.d masa pajak Ini
AmIapura, .........ceeeeevmvsenncree 20 .....
Mengetahui
Kepala Bidang (PPTK)
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kasubid Penagihan....
Nama Nama
NIP. e NIP. ..oocvivineiieeiieneans

Model B - 06



g] Pemerintah Kabupaten Karangasem
Radan Pengelola Keuzngan dan Atet Daerah

DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

.............................

MasaPajak
JL Kapten Jaya Yirta No. 0 Amtspura asa Paja
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN rshun Pajak
KURANG BAYAR
BPHTB yang Tanggal
SKPD-BPHTB-KB Nama & Alamat Letak Tanah dan/ Pokok BPHTB yang Sanksi Masih Harus Diterimanya
No Wajib Pajak Bangunan NPWPD Kurang Dibayar | Administratif Dibayar skpD-BPHTBKB | Koterenean
Tan Nomor {Rp) (Rp) {Rp) Oleh WP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumliah masa pajak ini - - -
Sumiah s.d masa pajak sebelumnya
Sumiah s.d masa pajak inl
Amlapura, .....ccccceesiiiirninnne 20.
Mengetahui
Kepala Bidang (PPTK)
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kasubid...........
Nama Nama
NIP. .o ceecvearenenes NIP.

Model B - 07
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emerinah Kabupatn Karangaser DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH asa Pajak
Ji Kapten Jaya Tirta Amlaj
rmm———— BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN rahunPak -
KURANG BAYAR TAMBAHAN
BPHTB yang Tanggal
SKPD-BPHTB-KBT Nama & Alamat |  Letak Tanah dan/ Pokok BPHTB yang Sanksi Masih Harus Diterimanya
No Wajib Pajak atau Bangunan NPWPD Kurang Dibayar Administratif Dibayar SKPD-BPHTB-KBT Keterangan
Tangga! Nomor (Rp) {Rp}) {Rp) Oleh WP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah masa pajak ini
Jumlah s.d masa pajak sebelumnya
Jumlah s.d masa pajak ini
Amlapura, ......ccoceceeeerenerennns 20.....
Mengetahui
Kepala Bidang PPTK)
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kasubid........
Nama Nama
NIP. o, NIP. cooiiiineieeincninne
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102
AMLAPURA-80811
DAFTAR SURAT TEGURAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
MASA : TAHUN :
Surat Teguran Inl Surat Teguran Nama & Alamat Letak Tanal/ Pokok BPHTB Sanksl BPHTB yang Tgl. Jatuh
No Sebelumnya Wajib Pajak Bangunan NPWPD yang Kurang Administratif Masth Harus Tempo
Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal Dibayar (Rp) (Rp) Dibayar (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amlapura, ... 20...
Disetujui -
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Mengetahui
Kabupaten Karangasem Kepala Bidang.......... Kasubid........corernne
Nama Nama Nama
NIP. NIP. .. NIP. .oirirerscrnnennnns

Model B - 09



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No 10, Telp. No. (0363) 21548, Fax. No. (0363) 22102

AMLAPURA-80811
DAFTAR SURAT PAKSA
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
MASA : TAHUN :
Surat Paksa Surat Teguran Nama & Alamat | Letak Tanah/ Jumlah Tgl. Jatuh
No Terakhir Wajib Pajak Bangunan NPWPD Tunggakan Tempo Keterangan
Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal BPHTB (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 1
Amlapura, .....ccceeeeeein. 20..
Disetujui
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mengetahui
Kabupaten Karangasem Kepala Bidang ......... Kasubid...........
Nama Nama Nama
NIP. e eesesne NIP. et reeeeas NIP. eernisenenaene
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